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ABSTRAK

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT (PATBM) DI KABUPATEN BURU
PROVINSI MALUKU (STUDI DI DESA NAMLEA KECAMATAN
NAMLEA)

Karya tulis ilmiah berupa Tesis, Mei 2024

Istiyana Kiat; dibimbing oleh Alfitri dan Katriza Imania
xxii + 145 halaman, 18 tabel, 15 gambar, 5 lampiran

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis implementasi
kebijakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat (PATBM) di
Kabupaten Buru Provinsi Maluku (studi di Desa Namlea Kecamatan
Namlea) dan juga mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan
faktor-faktor yang menghambat dalam implementasi ini. Penelitian ini
menggunakan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data dilakukan
melalui wawancara, observasi dan studi dokumentasi. Penelitian ini
menggunakan teori implementasi Merilee S. Grindle yang dipengaruhi oleh
dua variabel yaitu isi kebijakan dan konteks implementasi. Hasil penelitian
menunjukkan pelaksanaan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
di Desa Namlea belum terimplementasi dengan baik meliputi, kepentingan-
kepentingan yang mempengaruhi, tipe manfaat, derajat perubahan yang
ingin dicapai, pelaksana program, letak pengambilan keputusan, sumber
daya yang digunakan, kekuasaan, kepentingan dan strategi aktor yang
terlibat, karakteristik Lembaga dan rezim yang berkuasa serta tingkat
kepatuhan dan respon dari pelaksana. Sehingga masih ada hambatan-
hambatan yang terjadi yaitu: (1) Lemahnya komitmen Kepala Desa Namlea;
(2)  Ketidakaktifan =~ pengurus PATBM  Desa  Namlea; (3)
Ketidaktersediaannya anggaran; (4) Rendahnya pemahaman masyarakat
terhadap PATBM.

Kata Kunci  : Implementasi, Perlindungan anak Berbasis Masyarakat
Kepustakaan : 50 (1980-2023)
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ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY-BASED INTEGRATED CHILD
PROTECTION POLICY IN BURU REGENCY OF MALUKU PROVINCE
(STUDY IN NAMLEA VILLAGE OF NAMLEA DISTRICT)

Scientific writing is in the form of a thesis, May 2024

Istiyana Kiat, supervised by Alfitri and Katriza Imania
xxii + 145 pages, 18 tables, 15 figures, 5 appendices

This research was conducted with the aim of analyzing the implementation of
community-based integrated protection policies (PATBM) in Buru District of
Maluku Province (study in Namlea Village Namlea District) and also

identifying factors that support and factors that hinder this implementation.

This research uses qualitative research. Data collection techniques were

carried out through interviews, observation and documentation studies. This
research uses Merilee S. Grindle's implementation theory which is influenced
by two variables, namely policy content and implementation context. The

results of the research show that the implementation of community-based
integrated child protection in Namlea Village has not been implemented well,

including the interests that influence, type of benefit, degree of change to be
achieved, program implementer, location of decision making, resources used,

power, interests and strategies of the actors involved, characteristics of the
Institution and the regime in power and the level of compliance and response
from implementers. So there are still obstacles that occur, namely: (1) weak
commitment of the head of Namlea; (2) Inactivity of the Namlea Village
management, (3) Unavailability of budget; (4) Low public understanding of
PATBM.

Keywords . Implementation, Community Based Child Protection
Literature : 50 (1980-2023)
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RINGKASAN

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PERLINDUNGAN ANAK TERPADU
BERBASIS MASYARAKAT DI KABUPATEN BURU PROVINSI
MALUKU (STUDI DI DESA NAMLEA KECAMATAN NAMLEA)

Karya tulis ilmiah berupa Tesis, Mei 2024

Istiyana Kiat, dibimbing oleh Alfitri dan Katriza Imania
xxii + 145 halaman, 18 tabel, 15 gambar, 5 lampiran

Kekerasan terhadap anak merupakan masalah serius yang saat ini menjadi
momok dalam kehidupan serta ancaman bagi bangsa ini maka perlu
dilakukannya upaya perlindungan anak yang termasuk dalam tujuan dunia
yaitu SDGS (Sustainable Development Goals) tujuan ke-16 (Perdamaian,
Keadilan dan Kelembagaan yang Tangguh) dalam target 16.2 berbunyi
menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, serta segala bentuk
kekerasan dan penyiksaan terhadap anak dengan maksud untuk memperkuat
masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses yang adil
untuk semua dan membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan
inklusif di semua tingkatan. Masalah kekerasan anak ini kerap terjadi di
Indonesia, mengingat anak adalah makhluk yang rentan dan tidak memiliki
daya untuk melindungi diri mereka sendiri. Oleh karena itu, perlindungan
anak merupakan tanggung jawab bersama yang harus diemban oleh
masyarakat, pemerintah, dan berbagai lembaga terkait untuk memastikan
keamanan, kesejahteraan, dan hak-hak anak terlindungi. Melalui pendekatan
berbasis masyarakat, upaya perlindungan anak dapat lebih efektif
dilaksanakan dengan melibatkan partisipasi aktif dari semua pihak dalam
mengidentifikasi, mencegah, dan menanggulangi berbagai bentuk kekerasan,
eksploitasi, dan diskriminasi yang mungkin dialami oleh anak-anak.

Upaya yang dilakukan Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan anak untuk mengatasi permasalahan kekerasan anak adalah
mengeluarkan kebijakan perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat
(PATBM). Kebijakan ini diharapkan mampu mengatasi masalah kekerasan
terhadap anak di Indonesia dengan melibatkan berbagai pihak. Sesuai amanat
dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak,
Pemerintah Kabupaten Buru mengeluarkan kebijakan berupa Instruksi
Bupati sebagai bentuk keseriusan serta dibentuk peraturan desa di masing-
masing desa dalam upaya untuk memutus mata rantai kekerasan terhadap
anak. Namun pada kenyataanya Kabupaten Buru masih memiliki jumlah
kekerasan anak yang terus meningkat di tiap tahunnya. Hal tersebut yang
mendasari dilakukan penelitian.

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis implementasi perlindungan
anak terpadu berbasis masyarakat di Kabupaten Buru (studi di Desa
Namlea). Teori implementasi Grindle digunakan untuk mengkaji
Implementasi dari 2 variabel yaitu isi kebijakan (Content of Policy) dan

viii



konteks implementasi (Context of Implementation). Penelitian dilakukan
menggunakan metode penelitian kualitatif dengan teknik pengumpulan data
melalui observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kebijakan PATBM belum
terimplementasi dengan maksimal sehingga belum mampu menurunkan
angka kekerasan terhadap anak. Tujuan dari kebijakan PATBM ini belum
bisa dirasakan langsung oleh masyarakat karena masih dihadapkan dengan
banyaknya permasalahan-permasalahan yakni lemahnya komitmen kepada
desa selaku ketua pengurus pembentukan PATBM baik dalam
pelaksanaannya maupun penganggaran kegiatan PATBM sehingga belum
ada kesadaran dari pengurus PATBM untuk melaksanakan tugas, rendahnya
pemahaman masyarakat terhadap PATBM, tidak tersedianya sarana dan
prasarana sehingga menciptakan ketidakpatuhan terhadap regulasi dan
pedoman PATBM yang telah dibuat. Dari sembilan indikator yang diteliti
hanya dasar hukum yang memperkuat dari implementasi kebijakan ini.

Dari analisis yang telah dilakukan terhadap implementasi PATBM,
ditemukan beberapa faktor yang menghambat implementasi PATBM di
Kabupaten Buru (studi di Desa Namlea), yaitu lemahnya komitmen Kepala
Desa Namlea dalam melaksanakan kegiatan PATBM di Desa Namlea, faktor
kedua yaitu pengurus PATBM Desa Namlea tidak melaksanakan tugas, faktor
ketiga yaitu anggaran yang tidak tersedia sama sekali serta faktor keempat
rendahnya pengetahuan masyarakat terhadap Perlindungan Anak Terpadu
Berbasis Masyarakat di Desa Namlea.

Oleh karena itu, upaya untuk mencegah dan menanggulangi kekerasan
terhadap anak harus menjadi prioritas bagi seluruh masyarakat, harus adanya
kesadaran dari berbagai pihak akan pentingnya perlindungan anak, tanda-
tanda kekerasan yang harus selalu diwaspadai, sosialisasi yang intensif sangat
perlu dilakukan untuk mengubah pola pikir masyarakat bahwa betapa
pentingnya anak sebagai generasi penerus bangsa yang harus dilindungi oleh
setiap warga negara.

Kata Kunci :  Implementasi, Perlindungan anak Berbasis Masyarakat
Kepustakaan: 50 (1980-2023)



SUMMARY

IMPLEMENTATION OF COMMUNITY-BASED INTEGRATED CHILD
PROTECTION POLICY IN BURU REGENCY OF MALUKU PROVINCE
(STUDY IN NAMLEA VILLAGE OF NAMLEA DISTRICT)

Scientific writing is in the form of a thesis, Mei 2024

Istiyana Kiat, supervised by Alfitri and Katriza Imania
xxii + 145 pages, 18 tables, 15 figures, 5 appendices

Violence against children is a serious problem which is currently a scourge in life
and a threat to this nation. it is necessary to make efforts to protect children which
are included in the world goals, namely SDGS (Sustainable Development Goals)
goal 16 (Peace, Justice and Resilient Institutions) in target 16.2 which states to stop
cruel treatment, exploitation, trafficking, and all forms of violence and torture
against children with a view to strengthening communities for sustainable
development, providing equitable access for all and building effective, accountable
and inclusive institutions at all levels. The problem of child violence often occurs in
Indonesia, considering that children are vulnerable creatures and do not have the
power to protect themselves. Therefore, child protection is a shared responsibility
that must be carried out by society, the government and various related institutions
to ensure the safety, welfare and protection of children's rights. Through a
community-based approach, child protection efforts can be implemented more
effectively by involving active participation from all parties in identifying,
preventing and overcoming various forms of violence, exploitation and
discrimination that may be experienced by children.

The efforts made by the Ministry of Women's Empowerment and Child Protection to
overcome the problem of child violence is to issue a Community-Based Integrated
Child Protection (PATBM) policy. This policy is expected to be able to overcome the
problem of violence against children in Indonesia by involving various parties. In
accordance with the mandate from the Ministry of PPA, the Buru Regency
Government issued a policy in the form of a Regent's Instruction as a form of
seriousness and established Village Regulations in each village in an effort to break
the chain of violence against children. However, in reality, Buru Regency still has a
number of child abuse cases that continue to increase every year. This is the basis
for conducting research.

This research was conducted to analyze the implementation of community-based
integrated child protection in Buru Regency (study in Namlea Village). Grindle's
implementation theory is used to study implementation from 2 variables, namely
the content of policy and the context of implementation. The research was conducted
using qualitative research methods with data collection techniques through
observation, interviews and documentation studies.

The research results show that the PATBM Policy has not been implemented
optimally so it has not been able to reduce the number of violence against children.
The aim of this PATBM policy cannot yet be felt directly by the community because
it is still faced with many problems, namely weak commitment to the village as the
head of the PATBM formation board both in implementing and budgeting PATBM
activities so that there is no awareness of PATBM administrators to carry out their
duties, low community understanding. regarding PATBM, the unavailability of
facilities and infrastructure creates non-compliance with the PATBM regulations



and guidelines that have been created. Of the nine indicators studied, only the legal
basis strengthens the implementation of this policy.

From the analysis that has been carried out on the implementation of PATBM,

several factors were found that hampered the implementation of PATBM in Buru

Regency (study in Namlea Village), namely the weak commitment from the Head of
Namlea Village in carrying out PATBM activities in Namlea Village, the second
factor was that the PATBM administrators of Namlea Village did not carry out their
duties, the third factor is a budget that is not available at all and the fourth factor is
the low level of community knowledge regarding Community-Based Integrated Child
Protection in Namlea Village.

Therefore, efforts to prevent and overcome violence against children must be a
priority for the entire community, there must be awareness from various parties
about the importance of child protection, signs of violence that must always be
watched out for, intensive socialization is very necessary to change peoples mindsets
that how important children are as the nation's next generation who must be
protected by every citizen.

Keywords : Implementation, Community Based Child Protection
Literature : 50 (1980-2023)
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BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Suatu negara dianggap berhasil jika pembangunan di negara tersebut berjalan sesuai
dengan tujuan global yang telah disepakati secara internasional oleh 193 negara. Pada aspek
ini, TPB / SDGS (Sustainable Development Goals) yang dahulu dikenal dengan MDGS
(Millennium Development Goals) telah disepakati dalam bentuk komitmen bersama yang
mencakup 17. tujuan dunia, 169 sasaran dan 240 indikator yang berlaku hingga 2030. Para
pimpinan negara dan kepala pemerintah telah sepakat untuk melakukan pembangunan dalam
tiga dimensi (ekonomi, sosial dan lingkungan hidup) secara seimbang serta komitmen ini
dilaksanakan dengan menjunjung tinggi HAM sebagai semangat dasar dalam pelaksanaan
SDGs dengan prinsip no one left behind yang berarti tidak ada satupun yang tertinggal. Anak-
anak termasuk kelompok yang sangat rentan di dunia, sehingga perkembangannya merupakan
bagian yang tak terpisahkan dari pencapaian SDGs. Salah satu tujuan SDGs yakni tidak ada
anak yang hidup dalam ketakutan dibawah tujuan ke-16 (Perdamaian, Keadilan dan
Kelembagaan yang Tangguh) dalam target 16.2 berbunyi menghentikan perlakuan kejam,
eksploitasi, perdagangan, serta segala bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak dengan
maksud untuk memperkuat masyarakat untuk pembangunan berkelanjutan, menyediakan akses
yang adil bagi semua serta membangun kelembagaan yang efektif, akuntabel dan inklusif di
semua tingkatan.

Salah Salah tujuan dalam agenda SDGs adalah menjaga keberlanjutan kehidupan sosial
yang bisa meningkatkan kualitas hidup dari satu generasi ke generasi berikutnya (BAPPENAS,
2022). Menurut hasil survei UNICEF tahun 2020 terdapat 491 juta anak usia 0 hingga 17 tahun
di Asia Timur dan Pasifik yang mengalami gangguan dalam pelayanan terkait kekerasan.
Kesulitan ini dapat menghambat proses pencapaian tujuan ke-16 (UNICEF, 2020). Pada tahun
2030, generasi muda saat inilah yang akan menginjak usia produktif; oleh karena itu,

kesejahteraan anak Indonesia harus menjadi salah satu prioritas utama bagi negara.

Tabel 1. 1 Target SDGs Tahun 2015-2030

Target Isi

Penghapusan semua praktik berbahaya, seperti perkawinan usia anak,

>3 perkawinan dini dan paksa, serta sunat perempuan.
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Mengakhiri pekerja anak, termasuk perekrutan dan penggunaan

8.7 tentara anak.

16.2 Menghentikan perlakuan kejam, eksploitasi, perdagangan, serta segala
' bentuk kekerasan dan penyiksaan terhadap anak.

16.3 Mempromosikan supremasi hukum di tingkat nasional dan

memastikan akses keadilan yang rata.
Sumber: SDGs Indonesia, 2015-2030

HAM diakui secara universal seperti yang terdapat pada piagam PBB dan Deklarasi
PBB tahun 1948 tentang HAM serta pasal 53 UU No. 39 Tahun 1999 tentang HAM
menyatakan bahwa: (1) Setiap anak memiliki hak untuk hidup, mempertahankan hidup, dan
meningkatkan taraf hidupnya sejak dalam kandungan dan (2) Setiap anak sejak kelahirannya
memiliki hak atas nama dan status kewarganegaraan. Selain itu, Pasal 28b UUD 1945 juga
mengamanatkan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang
serta perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Anak ialah sebuah kelompok yang rentan terhadap tindak kekerasan. Tindak
kekerasan bukan sekedar masalah individu ataupun masalah nasional saja, namun juga
merupakan permasalahan global yang korbannya sering dikenal dengan istilah working
children, children in armed conflict, urban war zones dan lain-lain serta akan berdampak buruk
pada jiwa dan masa depan anak. Kekerasan terhadap anak adalah suatu bentuk diskriminasi
yang menghambat kesempatan bagi anak untuk menikmati hak-haknya. Menurut informasi
yang dihimpun oleh Komnas Perempuan maupun KPAI menyatakan fenomena kekerasan yang
terjadi terhadap anak menunjukkan bahwa keluarga serta masyarakat belum mampu menjamin
perlindungan yang memadai terhadap anak. Pemerintah telah memberikan kesempatan pada
anak-anak agar berpartisipasi dalam proses pembangunan. (KemenPPA, 2023).

Menurut UU No. 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yaitu fungsi
pemerintah adalah melaksanakan administrasi pemerintahan serta Salah satu urusan
pemerintah wajib yang dibagi menjadi dua bagian yakni urusan pemerintahan wajib pelayanan
dasar dan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar. Salah satu urusan pemerintahan
wajib non pelayanan dasar dari 18 urusan yaitu pemberdayaan perempuan dan perlindungan
anak.

Pembangunan ialah suatu proses perubahan yang dilaksanakan dengan sadar dalam
membangun sebuah masyarakat baik dalam aspek fisik maupun mental. Perlindungan anak
dalam konteks pembangunan sangat berkaitan perbaikan kualitas SDM, yang perlu

diperhatikan sejak dini. Hal ini ssesuai dengan arahan Presiden RI dalam RPJMN tahun 2020-
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2024 yakni poin pertama adalah pembangunan Sumber daya manusia termasuk melalui
peningkatan kualitas anak, perempuan dan pemuda.

Anak memiliki peran penting dalam suatu negara, karena mereka akan menjadi
pemimpin yang melanjutkan kehidupan bangsa. Dalam proses pembangunan juga memiliki
persamaan pemenuhan hak dasar anak yang ada pada dirinya sejak lahir hingga mencapai 18.
Tahun. Hak-hak anak mencakup hak-hak dasar, sipil, kebebasan, dan hak lainnya yang perlu
dihormati, dipenuhi serta dilindungi demi meningkatkan kualitas hidup mereka berdasarkan
prinsip kebaikan anak, hak kelangsungan hidup, non diskriminasi dan penghormatan terhadap
pandangan anak yang merupakan hal wajib yang harus diselenggarakan oleh pemerintah.
Orang tua juga memiliki peran penting dalam perlindungan anak, karena diharapkan dapat
memberikan informasi yang benar kepada anak sesuai dengan Pasal 20 yaitu Negara,
Pemerintah, Pemda, Masyarakat, Keluarga, dan Orang Tua atau Wali memiliki kewajiban serta
bertanggungjawab terhadap terlaksananya perlindungan anak.

Data dari KPAI menunjukkan bahwa Jumlah KTA dalam 5 Tahun terakhir meliputi:

Tabel 1. 2 Jumlah Kekerasan di Indonesia Tahun 2022

Nomor Tahun Jumlah Kekerasan Terhadap Anak
1, 2018 4.885
2. 2019 4.369
3. 2020 6.519
4. 2021 5.953
5. 2022 4.683
Jumlah 26.409

Sumber: Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), 2022
Data dari KPAI bahwa jumlah kekerasan terhadap anak dalam waktu lima tahun

terakhir sejak 2018 berjumlah 4.885 kasus, pada tahun 2019 mengalami penurunan dan 2020
ini mengalami peningkatan yang tinggi yaitu menjadi 6.519 kasus hal ini dikarenakan
memasuki pandemi Covid-19, sedangkan pada tahun 2021 mengalami penurunan jumlah 5.953
kasus kemudian tahun 2022 berjumlah 4.683 kasus. Berdasarkan data ini terlihat bahwa terjadi
penurunan dan peningkatan kasus terhadap anak yang pada dasarnya adalah kelompok yang

rentan mengalami kekerasan.
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Seksual

Psikis 4162

Fisik 3746

Penelantaran 1269

TPPO 219

Eksploitasi 216

Lainnya 2041
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Gambar 1. 1 Data Korban Kekerasan Anak di Indonesia Tahun 2022

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, 2022

Berdasarkan data KemenPPA pada gambar 1.1 menunjukan bahwa sebanyak 21.241
anak Indonesia menjadi korban kekerasan di dalam negeri pada tahun 2022. Kekerasan anak
tidak hanya kekerasan secara fisik namun kekerasan secara psikis, penelantaran, seksual, TPPO
hingga eksploitasi juga terjadi di Indonesia. Dari sekian bentuk kasus kekerasan terhadap anak,
kasus tertinggi adalah kasus kekerasan seksual sebanyak 9.588 kasus. Berdasarkan data-data
tersebut telah membuktikan bahwa secara realitas telah terjadi fenomena kekerasan atas anak.
Perkara kekerasan terhadap anak adalah perkara yang terkait perlindungan anak. Kasus
perlindungan anak yang didata oleh KPAI terdiri dari kasus sosial dan anak dalam situasi
darurat, kesehatan dan pendidikan, trafficking dan eksploitasi, anak berhadapan hukum (ABH)
dan kasus perlindungan anak lainnya.

Fenomena kekerasan terhadap anak tersebut menyita perhatian pemerintah sehingga
mengeluarkan kebijakan tentang perlindungan anak untuk mengatasi fenomena tersebut dan
memberi efek jera pada pelaku. Kekerasan telah menjadi catatan kelam yang terus berkembang
di masyarakat mulai dari tingkat nasional hingga ke pelosok daerah. Salah satu kabupaten di
Indonesia yang masih mengalami permasalahan dalam mengatasi kekerasan terhadap anak
adalah Kabupaten Buru Provinsi Maluku. Pemerintah Kabupaten Buru tidak ingin fenomena
kekerasan ini semakin mengakar dalam kehidupan masyarakat. Sebagai pemangku
kepentingan daerah, Pemerintah Kabupaten Buru memiliki kewenangan untuk memberikan

perlindungan yang memadai bagi anak.
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Menindaklanjuti hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Buru berusaha mengatasi
masalah tersebut dengan menerbitkan Kebijakan Pembentukan Pusat Pelayanan Terpadu
Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak tahun 2014. Kebijakan tersebut
ditindaklanjuti dengan menetapkan Perda No. 13 Tahun 2015 tentang PPA. Menurut pasal 4
dalam peraturan ini menyatakan bahwa Bupati Buru melalui perangkat daerah membentuk unit
P2TP2A untuk memberikan layanan PPA. Oleh karena itu, melalui Dinas P3A maka Pengurus
P2TP2A akhirnya diperbaharui dan dikukuhkan oleh Bupati Buru untuk periode kepengurusan.
Hal ini merupakan upaya pemerintah daerah untuk berupaya meminimalisir KTA. Meskipun
Pemerintah Kabupaten Buru telah mengeluarkan berbagai kebijakan perlindungan anak,
namun tingginya kekerasan anak yang terjadi di masyarakat masih belum dapat dibendung.
Sejak dibentuknya P2TP2A, kasus KTA di Kab. Buru mulai terdeteksi. Data tersebut dapat
dilihat dalam tabel berikut:

Tabel 1. 3 Data Kasus KTA Berdasarkan Jenis Di Kabupaten Buru Tahun 2023

No Kasus Tahun
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

1 Kekerasan Seksual 6 7 11 13 17 17
2 Kekerasan Fisik 3 9 7 3 8 5
3 Kekerasan Psikis 3 2 5 3 3 6
4 Penelantaran Anak 1 5 2 3 5 3
5 Kasus lain yang 5 5 3 1 7 20

perlu koordinasi
Jumlah 18 28 28 23 40 51
Sumber: P2TP2A Kabupaten Buru (2023)

Berdasarkan tabel 1.3 tercatat bahwa jumlah KTA mulai dari tahun 2018-2023

mencapai total 188 kasus di Kab. Buru. Jumlah kekerasan pada tahun 2018 sebanyak 18 kasus
dan setiap tahun bertambah yaitu tahun 2019 dan 2020 dengan jumlah yang sama naik menjadi
28 kasus, kemudian tahun 2021 turun menjadi 23 kasus, kemudian tahun 2022 naik menjadi

40 kasus dan yang paling tinggi adalah tahun 2023 yaitu dengan berjumlah 51 kasus
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berdasarkan data yang diperoleh dari P2TP2A. Hal ini menunjukan adanya kecenderungan
peningkatan kekerasan terhadap anak sejak tahun 2018 hingga 2023 di Kabupaten Buru.
Sebagai contoh pada tahun 2020 terjadi kasus kejahatan seksual terhadap anak dibawah umur
terjadi di kab. Buru. dimana seorang anak berusia tujuh tahun mengalami kekerasan seksual
yang dilakukan oleh seorang lelaki tidak dikenal, seperti yang dilaporkan dalam berita dari

Tribun Maluku. (https://www.tribun-maluku.com/kasus-kejahatan-seksual-terhadap-anak-

dibawah-umur-kembali-terjadi-dinamlea/02/21/)

Berdasarkan Perda No. 13 Tahun 2015 Tentang Perlindungan Perempuan Dan Anak
pasal 9 menyatakan bahwa ‘“Pemerintah Kabupaten Buru harus melibatkan peran aktif
masyarakat dalam mengimplementasikan kebijakan tentang perlindungan anak dan
perempuan. Tujuannya adalah untuk meningkatkan upaya perlindungan anak dan mendorong
partisipasi masyarakat setempat dalam membangun strategi Gerakan perlindungan anak yang
dikelola secara mandiri. Selanjutnya pada tahun 2016 Kemenppa RI mengeluarkan Program
Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM). Program ini adalah inisiatif dari
pemerintah pusat yang melibatkan masyarakat guna mencapai tujuan mencegah dan menangani
kasus yang terjadi terhadap anak. Kebijakan ini juga senada dengan amanat dari UU No.35
Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak pasal 72, menegaskan bahwa masyarakat harus ikut
serta dalam perlindungan anak, baik secara individu maupun melalui berbagai lembaga
perlindungan anak, atau lembaga lain.

Menurut Grindle dalam Agustino (2020:160) bahwa pengukuran keberhasilan suatu
implementasi kebijakan publik sangat ditentukan oleh tingkat implementability (penerapan)
kebijakan itu sendiri. Sebagai bentuk implementasi maka Pemkab Buru melalui Dinas PPA
kembali berusaha memperkuat kebijakan tentang pelibatan peran serta masyarakat melalui
Instruksi Bupati Nomor 266/79 tgl 21 Maret 2018 mengenai Pembentukan PATBM karena
menganggap kebijakan PPA yang dibuat sebelumnya (Perda Nomor 13 Tahun 2015) masih
belum mengatur secara spesifik terhadap perlindungan anak dan masih belum meredam jumlah
peningkatan kekerasan terhadap anak. Kekerasan anak ini juga penting untuk diperhatikan
secara mendalam dimulai dari desa tidak hanya di level kabupaten, provinsi ataupun negara.
Hal ini dikarenakan banyak kasus yang terjadi di pelosok desa namun tidak berani dilaporkan
dan tidak diperhatikan sehingga akan menjadi budaya yang buruk. Oleh karena itu berdasarkan
Instruksi Bupati yang menegaskan bahwa tiap desa harus membentuk Gerakan PATBM.
Namun, kenyataannya 11 desa dari 82 yang baru membentuk PATBM. (Data DP3 A Kabupaten
Buru, 2022).
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Berdasarkan data kekerasan terhadap anak dan interview awal (wawancara Kepala
DP3A Kabupaten Buru) diketahui bahwa tingkat kekerasan terhadap anak yang tertinggi terjadi
di Desa Namlea maka dibentuk Peraturan Desa Namlea Nomor 03 Tahun 2019 dan telah
ditindaklanjuti dengan Surat Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Pengurus PATBM
namun hasil evaluasi Dinas P3A, menunjukkan bahwa masih banyak laporan yang
disampaikan secara langsung kepada dinas, padahal sudah dibentuk PATBM masing-masing
ibukota kecamatan dengan maksud agar dapat memerangi kekerasan terhadap anak dan
melakukan penanganan kasus dengan cepat dan ditangani secara mandiri. Dengan mengacu
pada hasil evaluasi Dinas P3A maka dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan PATBM
masih menemui jalan buntu; padahal implementasi kebijakan perlindungan anak merupakan
kajian yang sangat krusial dan termasuk salah satu tahapan dari proses kebijakan.

Tabel 1. 4 Data KTA Berdasarkan Kecamatan Namlea di Kabupaten Buru Tahun 2022

Tahun

Kecamatan 2020 2001 2000 Jumlah
Namlea 18 14 24 56
Waplau 3 1 4 8
Fena Leisela 1 0 1 2
Air Buaya 1 3 2 6
Waelata 0 0 2 2
Batabual 0 3 2 4
Teluk Keyeli 0 1 0 1
Lolongguba 1 0 2 3
Lilialy 3 1 2 6
Waepo 1 0 1 1

Sumber: DP3A Kab. Buru, 2022

Menurut tabel 1.4 terlihat bahwa tingkat kekerasan anak tertinggi di Kabupaten Buru
selama periode tahun 2020-2022 terjadi di Desa Namlea dengan jumlah kekerasan terhadap
anak mencapai 56 kasus. Disisi lain beberapa Desa di Kabupaten Buru memiliki jumlah kasus
yang tidak melebihi 8 kasus, hal ini mengindikasikan bahwa kesadaran masyarakat tentang
pentingnya perlindungan anak masih sangat rendah, sehingga tingkat kekerasan anak di desa
Namlea masih tetap tinggi. Sebagai contoh, terdapat kasus pengeroyokan anak di bawah umur
yang dilakukan oleh rekan sejawatnya sendiri di sebuah kos-kosan di Desa Namlea pada
tanggal 04 Januari 2023 yang baru diketahui karena viralnya video penganiayaan tersebut yang

termuat dalam situs web berikut ini (https:/ berita-maluku.com/2023/01/14/kasus-

penganiayaan-di-namlea-polisi-sudah-amankan-terduga-pelaku-dan-saksi /)

Penelitian terkait perlindungan anak terpadu berbasis masyarakat ini sudah banyak
diteliti; namun pada teori, aspek dan lokasi yang berbeda-beda. Kajian PATBM menggunakan
aspek yang berbeda-beda sehingga teori yang digunakan pun berbeda; penelitian dalam aspek
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manajemen pengelolaan adalah penelitian yang dilakukan oleh Apriani et al. (2021) dengan
judul Evaluasi Program PATBM Di Kelurahan Kampung Bugis Kota Tanjung Pinang,
menggunakan teori kriteria-kriteria evaluasi dari Bridgman dan Davis; Bintari & Soleh (2021)
dengan judul Dynamics Collaborative. Governance In Community-Based. Integrated Children.
Protection. (PATBM) During. The Covid-19. Pandemic. In Indonesia; Setyawati (2019) dengan
judul Pengelolaan Program PATBM dan menggunakan teori Collaborative Governance dari
Ansell (2007) dan Gash; Supriatna et al. (2021) menggunakan. teori dalam perencanaan
strategis menurut Michael Allison. dan Jude Kaye; Syafitri et al. (2022) judul Evaluasi PATBM
menggunakan teori evaluasi kesenjangan oleh Daniel Stufflebeam; sama halnya dengan
penelitian yang dilakukan oleh Rinah et al. (2022) dengan judul Evaluasi. Gerakan PATBM di
Kelurahan Sei Jang, kota Tanjungpinang dan menggunakan teori Stufflebeam yaitu model.
CIPP. (Context, Input, Process and Output); PAsira & Sandi, (2020) menggunakan teori
Harbani Pasolong. sedangkan pada penelitian implementasi kebijakan PATBM di Desa Namlea
ini termasuk dalam aspek kebijakan publik serta menggunakan teori Merilee. S. Grindle dalam
mengkajinya. Kajian ini juga menggunakan lokasi yang berbeda-beda yaitu penelitian yang
digunakan oleh Sari et al. (2018) dengan judul Implementasi PATBM di Kota Palangkaraya
memiliki perbedaan lokasi dengan penelitian ini; penelitian ini adalah implementasi kebijakan
PATBM yang dilakukan di Desa Namlea, Kab. Buru, Prov. Maluku. Penelitian. ini berbeda
dengan penelitian sebelumnya dalam hal lokus, aspek serta teori yang digunakan serta pada
penelitian ini menekankan pada pola pikir masyarakat di Desa Namlea yang memiliki karakter
keras (kasar) dalam mendidik anak maka, dengan adanya pola pikir yang berkembang di dalam
masyarakat bahwa mendidik anak harus dengan kekerasan (secara fisik) sehingga
menyebabkan implementasi kebijakan PATBM di Desa Namlea menjadi tidak maksimal; dan
ini menarik untuk dilakukan penelitian.

Berdasarkan fenomena yang telah dijelaskan, penulis akan menganalisis implementasi
kebijakan PATBM di Desa Namlea, Apakah sudah dapat memenuhi indikator dari Teori
Merilee S. Grindle yang menghubungkan antara fenomena isi kebijakan dengan konteks
implementasi untuk mempengaruhi keberhasilan implementasi yang akan digunakan oleh
peneliti. Hal ini menunjukkan adanya fenomena kesenjangan yaitu kesenjangan yang terjadi
antara harapan dari kebijakan PATBM yang telah ditetapkan oleh Pemkab Buru (Das Sollen)
dengan fakta yang terjadi dilapangan (Das Sein). Hal ini membuat penulis merasa perlu untuk
melakukan pengkajian lebih lanjut tentang “Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak
Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku (Studi Di Desa

Namlea Kecamatan Namlea)”.
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1.2.

Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang tersebut, maka diperoleh rumusan masalah

sebagai berikut:

1.

1.3.

14.

Bagaimana Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku (Studi Di Desa Namlea
Kecamatan Namlea)?

Apa saja faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat dari Implementasi
Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten

Buru Provinsi Maluku (Studi Di Desa Namlea Kecamatan Namlea)?

Tujuan Penelitian

Penelitian yang dilaksanakan ini bertujuan untuk:

Menganalisis Implementasi Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis
Masyarakat (PATBM) Di Kabupaten Buru Provinsi Maluku (Studi Di Desa Namlea
Kecamatan Namlea).

Menganalisis faktor-faktor pendukung dan faktor-faktor penghambat Implementasi
Kebijakan Perlindungan Anak Terpadu Berbasis Masyarakat Di Kabupaten Buru

Provinsi Maluku (Studi Di Desa Namlea Kecamatan Namlea).

Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan sebagai berikut:

Manfaat Teoritis

a. Menjadi referensi dan sumbangsih pemikiran dan dapat yang berguna bagi
pengembangan ilmu administrasi publik terutama berkaitan dengan implementasi
kebijakan.

b. Menjadi referensi dan bahan kajian dalam penelitian dan pemahaman mendalam
serta peningkatan kesadaran masyarakat tentang pentingnya upaya perlindungan
anak.

Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi input yang berharga sehingga dapat

digunakan oleh para pihak terkait dalam mengimplementasikan kebijakan publik yang

berkaitan dengan perlindungan anak sebagai berikut:

a. Bagi organisasi (PATBM) dapat memberikan input bagi PATBM dalam melakukan

kegiatan perlindungan terhadap anak pada tahap pencegahan dan pelayanan.
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b. Bagi stakeholder dapat menciptakan sinergitas antar instansi terkait dalam
mengimplementasikan kebijakan perlindungan terhadap anak.

c. Bagi masyarakat dapat menyebarkan informasi kepada masyarakat mengenai
adanya kebijakan perlindungan terhadap anak, sehingga masyarakat bisa lebih
berani dalam melaporkan tindakan kekerasan yang dialami serta lebih waspada
terhadap bahaya kekerasan yang mengintai kapan saja di wilayah terdekat yang

bisa diakses oleh mereka.
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